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ANALISA PRINSIP MU’AMMALAH PADA PRAKTIK BAGI HASIL 
PENGGUNAAN KARAMBA DI TRAH SERANG WADUK KEDUNGOMBO  
 
Abstrak 
Masyarakat dusun Bulu, desa wonoharjo pada umumnya memiliki usaha dalam 
bidang pertanian dan peternakan, pada salah satu usaha pada desa tersebut adalah 
peternak ikan menggunakan tambak atau rumah apung dengan sistem akad bagi hasil, 
satu pihak dengan pihak lain memberi modal dan usaha yang seimbang (syirkah). 
Kerjasama dalam usaha ini umumnya terjadi atas dasar kepercayaan antar pihak yang 
melakukan usaha. Dalam analisa mengenai dasar prinsip usaha yang dijalankan 
apakah sesuai dengan dasar prinsip dalam muamalat Islam, yang dirujuk dan 
disandarkan atas dua pedoman Al-Qur’an dan Al-Hadist. Bagi seorang muslim setiap 
yang dilakukan haruslah mengandung unsur kebaikan dan kebersihan sesuai ajaran 
syari’at. Dalam usaha penggunaan karamba di Trah Serang Waduk Kedungombo di 
kelola oleh enam orang, dengan maslah yang ingin diangkat oleh penulis adalah, 
bagaimana model akad yang digunakan oleh para pengelola dalam usahanya dan 
bagaimana akad yang digunakan terhadap desa setempat terkait penggunaan lahan 
waduk yang termasuk dalam kepemilikan desa, seleas mendapatkan semua informasi 
dan model akad yang digunakan akan dianalisa dengan keterkaitannya dengan dasar 
prinsip muamalat Islam. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif sedangkan tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan meneliti praktrek sistem bagi hasil yang dilakukan. Sejauh hasil 
penelitian yang telah dijalankan dalam usaha ini menggunakan akad Syirkah dengan 
jenis Syirkah ‘Uqud karena akad ini dilakukan oleh sekelompok orang yang 
mengumpulkan modal secara bersama dan mengelolanya bersama dengan ketentuan 
setiap keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Berdasarkan jumlah modal dan 
usaha yang sama maka dari kegiatan tersebut dapat merujuk kepada akad Syirkah 
Mufawwadah, dalam sistem pembagian hasil sebesar 15% kepada setiap mitra dengan 
porsi modal dan usaha yang sama, sesuai dengan dasar prinsip muamalat Islam.  
 
Kata kunci: Sistem Bagi Hasil, Akad, Syirkah, Kerjasama, Prinsip, Muamalat. 
 
Abstract 
The people of Bulu village, Wonoharjo village generally have businesses in 
agriculture and animal husbandry, in one of the businesses in the village are fish 
farmers using ponds or floating houses with a production sharing contract system, 
one party with another party provides balanced capital and business (syirkah) ). 
Cooperation in this business generally occurs on the basis of trust between the parties 
doing the business. In the analysis of the basic principles of the business carried out 
whether it is in accordance with the basic principles in the muamalat of Islam, which 
are referred to and based on two guidelines of the Qur'an and Al-Hadith. For a 
Muslim everything that is done must contain elements of kindness and cleanliness 
according to shariah teachings. In the effort to use karamba in the Trah Serang 
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Kedungombo Reservoir, it is managed by six people, with the problem that the writer 
wants to raise is, how the contract model used by the managers in their business and 
how the contract used to the local village is related to the use of the reservoir land 
included in the ownership the village, after getting all the information and the 
contract model used will be analyzed in relation to the basic principles of Islamic 
muamalat. The method used for this research is descriptive qualitative while the 
purpose of this research is to find out and examine the practice of profit sharing 
systems conducted. This contract model is carried out by a group of people who 
collect capital jointly and manage it together with the provisions that each profit and 
loss is jointly borne. Based on the same amount of capital and business, then the 
activity with a profit sharing system of 15% to each partner with the same portion of 
capital and business, in accordance with the principles of Islamic muamalat. 
 
Keywords: Revenue Sharing System, Covenant, Syirkah, Cooperation, Principles, 
Muamalat. 
 
1. PENDAHULUAN 
Manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari hubungan tanpa menyangkut 
oranglain dalam menjalankan hidupnya. Berkaitan dengan hal ini Islam sangat 
memperhatikan dengan menjelaskan didalamnya dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang 
baik mengenai bagaimana seorang manusia menjalankan kehidupan sosialnya, dalam 
Al-Qur’an dan al-Hadist pun sebagian besar menjelaskan dan membahas tentang 
segala aspek kehidupan manusia baik berupa, akidah, ibadah, akhlak, ataupun 
mu’ammalah, Salah satu ajaran agama Islam yang penting adalah dalam bidang 
mu’ammalah karena dapat dikatakan Mu’ammalah merupakan bagian terbesar dalam 
hidup manusia.1 
Saat membicarakan peihal Muammalah tentunya berkaitan erat dengan Akad, 
Akad yang dalam arti khusus memiliki arti pertalian antara pernyataan kehendak dari 
satu pihak (ijab) serta pernyataan penerimaan persetujuan dari pihak lain (qabul) yang 
berpengaruh terhadap objek akad, akad dapat termasuk dalam dominan social atau 
yang dapat dimengerti sebagai akad yang dilakukan pihak tertentu bertujuan 
menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT sebagai imbalannya, dan akad 
                                                          
1 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta:MuhammadiyahPress,2017),.hlm.1. 
3 
 
yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan material atau bisnis dari hasil 
akad yang dilakukan.2 
Dalam Praktik muammalah tidak semua orang mengetahui dengan pasti dan 
akurat, apakah akad atau mu’ammalah yang mereka lakukan telah sesuai dengan 
prinsip dan ajaran yang telah dijelaskan dalam konsep muammalah ataupun akad 
dalam islam. Begitupun dalam hubungannya atau muammalah dalam melakukan akad 
yang melibatkan dua pihak atau lebih, melibatkan benda ataupun sesama manusia 
semua hal dan mekanisme yang mendasari sahnya hal tersebut harus dipahami baru 
kemudian dapat dipraktekkan agar apa yang dilakukan dapat mendapat manfaat juga 
benar sesuai apa yang telah diajarkan. 
Banyak sekali prinsip-prinsip yang islam tuliskan untuk mengatur para 
pengikutnya dalam bermu’ammalah, tidak lain semua hal itu hanya untuk memberi 
kemanfaatan bagi muslim dan sekitarnya karena apa yang ada dalam ajarannya 
berisikan segala hal yang ditimbang cara atau system yang paling baik dalam 
pelaksanaannya, adapun dalam hal yang melibatkan kebendaan, sewa, pinjam, 
ataupun akad lainnya tentu memiliki norma atau adab tersendiri dalam 
pelaksanaannya, jadi sebagai pelaku hokum yang diharapkan adalah manusia dapat 
mempelajari dan mempraktekkan apa yang telah diajarkan, karena bukan hanya 
keuntungan duniawi yang harus dipertimbangkan tetapi juga keuntungan batin 
ataupun kebaikan akhirat juga menjadi tujuan. 
Dalam suatu waktu peneliti pernah mengunjungi salah satu objek wisata rumah 
apung yang berada di waduk Kedungombo untuk berwisata dan tidak sengaja 
bertanya tentang pengelolaan rumah apung yang ketika itu penulis lihat, yang 
menjadi perhatian saat dulu bertanya kepada salah satu karyawan, ketika itu, dia 
mengatakan bahwa pengelolaan karamba dikelola oleh enam orang dan menggunakan 
sistem bagi hasil, selain itu desa sekitar pun menerima perolehan hasil dari penjualan 
ikan yang dikelola pada rumah apung tersebut. Akan tetapi sebagai pengelola usaha 
                                                          
2Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Mumalat, (Yogyakarta:UII Press, 2000), hlm.31. (Prinsip 
prjanjian halaman 17) 
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tersebut kurang mengetahui dengan baik terkait usaha, bagi hasil, maupun akad yang 
mereka lakukan yang mereka pahami adalah mereka melakukan bagi hasil karena 
mereka merasa hal itu patut dilakukan karena adil bagi mereka. Diangkat dari 
pengalaman tersebut akhirnya penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih dalam 
terkait akad atau usaha yang mereka lakukan, untuk dapat mengambil kesimpulan 
ataupun mengetahui model akad apa yang sebenarnya mereka lakukan, dan karena 
mereka melakukannya atas dasar sebatas perkiraan mereka maka penulis pun ingin 
meneliti tentang kesesuaian akad yang dilakukan dengan dasar prinsip muamalah 
Islam. 
Menimbang hal-hal yang dikemukakan di atas penulis terdorong untuk 
melakukan penelitian dan kajian secara mendalam tentang bagaimana sebenarnya 
praktik bagi hasil masyarakat Traseran lebih tepatnya sekitar Waduk Kedungombo 
dalam hal pemberdayaan ikan yang dirawat atau dipelihara dengan memanfaatkan 
waduk Kedungombo sebagai lahan mendirikannya rumah apung atau karamba 
dengan petakan jarring sebagai penangkaran ikan yang kemudian menjadi usaha 
masyarakat sekitar, selain itu dalam praktiknya apakah telah sesuai dengan prinsip 
Mu’ammalah Islam yang kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan 
mengangkat judul,“Analisa Prinsip Mu’ammalah Pada Praktik Bagi Hasil 
Penggunaan Lahan Karamba Di Trahserang Waduk Kedungombo” 
2. METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sumber datanya diperoleh 
langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 
tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, 
datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara 
maupun data tertulis (dokumen).Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 
adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu 
individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya 
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hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan 
dipelajari disini adalah obyek penelitian. Berdasarkan kajian awal dan atas dasar 
pertimbangan yang diambil peneliti, maka obyek atau  lokasi penelitian berada di 
desa Trahserang dan pemukiman warga sekitar Waduk Kedungombo dalam 
penggunaan lahan waduk sebagai usaha memelihara ikan berupa karamba dan rumah 
apung sebagai objek wisata, dikarenakan bahasan tersebut merupakan Salah satu 
kegiatan Mu’ammalah dalam hal bisnis yang menggunakan sistem bagi hasil 
sehingga merupakan alasan dari diadakannya penelitian.  
Hal ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian untuk 
mengetahui model akad muamalah terhadap sistem bagi hasil rumah kos kelurahan 
Paulan, kecamatan Colomadu dikarenakan kemudahan dalam mendapatkan data yang 
penulis perlukan dalam penelitian ini. Subjek penelitian adalah orang atau individu 
atau kelompok yang menjadi sumber dalam penelitian. Adapun subjek penelitian ini 
ditujukan pemilik usaha penggunaan lahan waduk Kedungombo sebagai media 
memelihara ikan dalam bentuk karamba dan rumah apung di Trahserang Waduk 
Kedungombo. Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak 
mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah 
panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran)diperlukan untuk menangkap 
gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. 
Observasi dapat menjawab masalah penelitian. Wawancara adalah suatu proses untuk 
memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil 
bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab 
(yang memberikan jawaban).  
Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah 
teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan 
kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telahdihadapi. Dalam 
pelaksanaannya,peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang 
bersangkutan, yakni pihak-pihak dalam kegiatan bisnis kerjasama tersebut. Yang 
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dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data 
mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan 
sebagainya.3 Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 
prosedur pendirian kerjasama bisnis tersebut dan untuk mngetahui bagi hasil yang 
dipakai untuk diterapkan dalam metode muamalah dala kehidupan sehari hari. 
tersebut dan data-data tentang sejarah serta data-data lain yang berhubungan dengan 
pokok penelitian. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 
dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak 
terkait sendiri. dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang 
bersifat faktual secara sistematis dan akurat. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Manusia sebagai mahluk hidup tentunya memerlukan banyak hal untuk menunjang 
kehidupannya dan untuk mendapatkan segala kebutuhan tersebut setiap manusia perlu 
berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan, antara lain dengan bekerja, berbisnis 
atau hal lain yang dirasa dapat menghasilkan uang untuk memenuhi segala 
kebutuhan. Selain itu manusia sebagai mahluk social juga tak lepas dari kebutuhan 
yang berhubungan dengan sesama manusia, dalam arti lain manusia tidak dapat hidup 
sendiri. Dengan demikian semua manusia dapat menjalankan kehidupnya tak terlepas 
dari dua hal pokok diatas, oleh karena itu mulai banyak bermunculan model-model 
hubungan dan usaha yang juga merupakan perluasan ide manusia itu sendiri, dan 
hokum serta peraturan lah yang membatasi danmeluruskan segala aspek kehidupan 
manusia agar terciptanya kehidupan yang teratur dan baik. 
Sesuai dengan perolehan data lapangan hasil observasi bagi hasil usaha dalam 
penggunaan karamba maka diperoleh data yang menjelaskan terkait bagaimana 
system dan mekanisme kerjasama sehingga bisa terlaksana, begitupun system 
pembagian keuntungan dan kerugian serta perjanjian yang mengikat kedua pihak 
                                                          
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145. 
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dilaksanakan, semua hal ini berkaitan erat dan melibatkasan beberapa aspek hokum, 
muamalah, dan ekonomi, yang didalamnya mengatur segala perbuatan dari pelaku 
hokum dalam menjalankan usaha dan kehidupannya, berdasarkan hal-hal diatas dan 
menimbang dari segala aspek yang terkait akan hal tersebut, maka dapat dirangkum 
sesuai dengan data lapangan yang didapat bahwa penerapannya yaitu ; 
3.1.1 Bentuk Dan System Perjanjian Kerjasama 
Ditinjau berdasarkan perjanjian, bentuk kerjasama ini bermula dari ide dalam 
memanfaatkan waduk Kedungombo pada desa tersebut untuk dijadikan lahan 
pengembangan dan pengelolaan ikan, serta menjadikannya objek wisata yang dapat 
dikenal oleh kalangan luar sehingga desa tersebut mendapat perhatian yang lebih, 
mengingat letak Dusun bulu Desa Wonoharjo ini jauh dengan perkotaan.  
Dari hal-hal tersebut lah yang menggerakkan orang desa setempat untuk 
mendirikan usaha rumah apung atau karamba sebagai lahan pengelolaan ikan, karena 
usaha ini memiliki dasar persaudaraan antar pemodal dan pengelolanya maka pada 
awal pendirian dan perjanjian semua pihak yang terikat bersama-sama membangun 
dan meluaskan lahan karamba untuk dijadikan media pengembangan usaha, dan 
pihak desa yang membantu dalam perbaikan jalan yang mepermudah mobilitas serta 
mempromosikan dan memperkenalkan kepada semua orang terkait objek rumah 
apung dan usaha ikan yang ada.Dalam pengelolaannya pihak pemilik karamba pun 
ikut mengelola usaha dan pengelola usaha juga memberikan modal berupa tenaga 
pembuatan dan perluasan karamba, jadi perjanjian yang mengikat pemilik usaha dan 
pengelolanya adalah modal dan pengelolaan dilakukan bersama, sedangkan perjanjian 
antara pemilik usaha dengan desa setempat adalah bentuk kerjasama dalam 
membantu pembangunan desa dan pengenalan objek wisata terhadap pengusaha 
karamba yang diharapkan dapat mengembangkan keduanya secara beriringan. 
3.1.2 Penanaman Dan Pengelolaan Modal 
Modal yang penuhi oleh pemilik usaha di lakukan pula dengan pengelola usaha 
dikerjakan bersama, karena bentuknya adalah modal tenaga pembuatan karamba, 
untuk modal pembelian bibit ikan dan pakannya dilakukan pemilik usaha bersama 
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dengan pengelola dalam mengumpulkan modal yang nantinya akan dibelikan bebrapa 
jenis bibit ikan.Untuk system pengelolaannya pemilik usaha ikut mengelola tambak 
yang digunakan sebagai pemberdayaan ikan, memberi pakan, mendistribusikan dan 
semua hal terkait pengelolaan karamba, untuk desa terkait hanya membantu mobilitas 
pendistribusian dan menerima pendapatan pada setiap hasil usaha didistribusikan 
yang akan digunakan desa terkait untuk pembangunan dank kas desa.Dengan 
demikian modal antara pemilik usaha dengan pengelola memiliki porsi yang 
seimbang karena keduanya berperan dalam pengembangan dan pembagian modal. 
Untuk pemilik usaha dengan desa, desa hanya memberikan bantuan promosi dan 
mobilitas pengiriman, sehingga pemilik usaha lah yang memiliki modal yang lebih 
dalam hal ini. 
3.1.3 System Pembagian Hasil 
Pembagian hasil dari pemanenan ikan dan rumah makan apung dibagi secara merata 
antara pemilik usaha dengan semua pengelolanya sebesar 10-15% dan Rp. 5.000-
10.000 kepada desa dalam setiap pengirimannya. Bagi hasil dilaksanakan secara 
bulanan dan diambil dari hasil bersih penjualan setiap bulannya dengan pengurangan 
modal yang sudah disertakan pula. 
3.1.4 System Pembagian Beban Dan Kerugian 
Kerugian berupa kematian ikan dan bebrapa penipuan yang terjadi ditanggung oleh 
semua pihak dengan persenan yang sama sesuai dengan hasil yang didapatkan, untuk 
kerugian ini desa tidak terkait karena desa hanya menerima pembayaran hasil pada 
setiap pengiriman, selama hasil ikan terus dikirim maka desa akan mendapatkan hasil 
dan tidak menanggung beban kerugian ikan mati yang tidak dapat dijual. 
3.1.5 Berakhirnya Ikatan Perjanjian 
Berakhirnya ikatan perjanjian adalah saat pengelola tidak lagi dapat memberikan 
usaha atau tenaga dan tidak dapat berkontribusi dalam pengelolaannya, karena 
banyaknya karamba dan lahan tambak tersebut maka harus memiliki usaha ekstra 
pula dalam pengelolaannya, karena modal dan pengelolaan dilakukan bersama maka 
apabila dirasa tidak mampu memberikan kontribusi yang setimpal maka perjanjian 
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dalam usaha ini akan terputus yang menandakan pula berakhirnya akad antara 
keduanya. 
3.2 Analisa Prinsip Muamalah pada Praktik Bagi Hasil Penggunaan Lahan 
Karamba Di Trah Serang Waduk Kedungombo 
3.2.1 Bentuk Muamalah Dalam Bagi Hasil Terkait Usaha Karamba 
Dalam usaha karamba ini pihak atau mitra yang termasuk didalam akad tersebut 
berjumlah enam orang, keenam orang tersebut memiliki porsi modal yang sama entah 
itu berbentuk modal uang maupun tenagauntuk pembagian keuntungan didasarkan 
atas hasil bersih penjualan ikan dengan presentase 10-15% setiap jangka waktu satu 
bulan, bagi hasil yang dilakukan dirasa cukup adil dan seimbang karena hasil yang 
dikeluarkan adalah hasil bersih yang telah dikurangi oleh biaya karyawan, pakan, 
perawatan maupun tabungan modal. 
3.2.2 Berdasarkan Hokum (Prinsip Muamalah I ) 
Dasar hokum muamalah adalah mubah dalam akad muamalah yang dijalin oleh para 
pihak ini merupakan usaha yang halal, menggunakan tempat yang baik, memiliki izin 
dan hubungan baik dengan para penduduk sekitar, tidak menyebabkan limbah, 
menganggu ketentraman ataupun merugikan lingkungan. Selain itu semua akad dan 
perjanjian yang disetujui oleh para mitra usaha pun dapat dikatakan hampir tidak 
pernah ditemui problem atau masalah yang begitu besar secara internal maupun 
eksternal, kepercayaan dan kesadaran bekerja membuatnya berjalan begitu baik 
begitupun diiringi dengan tekad dalam kebersamaan kerja. 
3.2.3 Berdasarkan Unsur Kebebasan ( Prinsip II ) 
Unsur kebebasan sangat terlihat dalam mekanisme usaha yang dilakukan, setiap mitra 
atau pelaku akad bebas melakukan tugas yang pada saat itu memang sempat mereka 
kerjakan, setiap pihak dalam akad ini telah mengetahui dengan pasti dan jelas 
mengenai segala keperluan dan pekerjaan dalam setiap harinya, dengan demikian 
tidak ada satu orang atau bagian pun yang memerlukan pembagian tugas atau 
pembekalan bekerja setiap pihak telah faham betul apa yang harus dikerjakan, dan 
sifat pekerjaan yang mereka lakukan, mereka juga memiliki kemampuan yang 
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seimbang dalam bidangnya juga pengerjaannya sehingga tidak terjadi keusahan saat 
salah satu pihak tidak dapat bekerja atau izin, pekerjannya tetap dapat dikerjakan oleh 
mitra lain. 
3.2.4 Berdasarkan Kemanfaatan ( Prinsip III ) 
Kemanfaatan merupakan hal yang penting selain kemafaatan internal oleh para 
pelaku akad tentunya kemanfaatan juga dapat dirasakan oleh pihak sekitar yang tidak 
terikat perjanjian, misalkan desa yang mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah 
ataupun orang luar desa karena adanya objek wisata karamba, usaha inipun 
membantu pembangunan desa dan penambahan kas desa lewat bagi hasil yang 
dilakukan setiap pengiriman ikannya, manfaat bagi internal mitra kerja, mereka 
mendapatkan penghasilan yang mana dapat digunakan untuk menghidupi keluarga 
dan memenuhi segala kebutuhan finansial hidupnya.Bagi masyarakat sekitar juga 
membuka lahan pekerjaan bagi warga desa setempat, selain itu bagi masyarakat 
diluar desa, usaha ini banyak dijadikan sebagai objek wisata, penelitian maupun objek 
fotografi, selain memanfaatkan lahan waduk, usaha ini juag tidak menyebabkan 
polusi atau kerusakan yang serius pada waduk Kedungombo.Dalam usaha ini juga 
dilakukan atas dasar hokum yang benar, tidak ada unsu kecurangan, gharar, penipuan, 
penimbunan, penahanan pajak dan lainnya. Pemilik usaha dan pengelolanya selalu 
berusaha memperbaiki system pegelolaan dan peraturan yang telah ditetapkan dengan 
harapan mendaat keberkahan dan kemudahan dalam usahanya agar selalu 
berkembang. 
3.2.5 Berdasarkan Keadilan ( Prinsip IV ) 
Setiap pihak memiliki peran yang sama entah dari segi modal dan usaha, tidak ada 
satu pihak atau yang lainnya yang mendapat perlakuan khusus begitu pula pemilik 
karamba pun mendapatkan perlakuan yang sama. Tentang perizinan, cuti ataupun 
porsi bekerja semua diusahakan sama, tidak bertimpang kepada salah satu pihak, 
semuanya pernah merasakan posisi bekerja yang sama dari, pembuatan rumah apung, 
pengiriman hasil panen, perawatan ikan hingga penangungan kerugian. 
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4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpukan bahwa, akad 
kerjasama bagi hasil yang dilakukan dalam usaha penggunaan atau pengelolaan 
karamba Trah Serang waduk Kedungombo, ditinjau dari system peromodalan, 
pembagian keuntungan dan kerugian, dan system perjanjian kerjasama berupa salah 
satu pihak pemilik karamba dan pengelola karamba bersama-sama membangun dan 
memperluas karamba disertai pengelolaan dan tenaga yang sama pula, sedangkan 
pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara merata. Maka dapat 
disimpulkan bahwa akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola 
modal pada usaha karamba Trah Serang waduk Kedungombo adalah akad syirkah, 
secara spesifik jenis syirkah yang mereka lakukan adalah syirkah ‘uqud, karena besar 
modal, usaha, dan barang yang samarata antara pemilik dan pengelola maka dapat 
dikategorikan kepada syirkahmufawwadah. Sedangkan akad yang dilakukan terhadap 
bagi hasil penjuakan kepada desa adalah akad mudharabah, karena pihak pemilik 
usaha yang menggunakan lahan waduk sebagai media untuk usaha memiliki porsi 
yang lebih besar, sedangkan pihak desa hanya membantu dengan porsi yang sedikit 
dan keuntungan yang diterima oleh desa dimasukkan kedalam kas atau tabungan 
desa. 
Pembagian hasil pada akad yang dilakukan dari keenam orang mendapat bagian 
masing masing 10-15%, besar kerugian ditanggung bersama dan semua mitra 
memberikan modal berupa tenaga atupun uang secara sama. Berdasarkan keterangan 
akad yang dilakukan dapat disipukan bahwa akad tersebut dijalankan berdasarkan 
prinsip muamalah yang sah sesuai dengan apa yang diajarkan dalanm Al-Qur’an dan 
As-Sunnah, segala prinsip yang terkait muamalah islam telah diterapkan dan 
diaplikasikan secara penuh, adapun beberapa kekurangan yang terjadi akan selalu 
diperbaiki demi terwujudnya pertalian akad yang baik. 
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4.2 Saran 
Manusia sebagai mahluk social dan konsumtif memang selalu membutuhkan 
kebutuhan yang banyak, banyak hal yang dapat dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan salah satunya adalah dengan bermitra usaha, tapi yang harus selalu 
diperhatikan adalah jangan hanya melihat dan melakukan usaha hanya dari segi 
keuntungan saja akan tetapi melihat segi kemanfaatan dan kehalalan didalamnya, 
semua usaha ataupun hubungan muamalat harus selalu didasarkan atas pedoman Al-
Qur’an dan Al-Hadist agar selalu terarah kepada hal yang baik dan benar. 
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